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BU]['ATI I{ATINGAN,

bahwa berclasarkan ketentuan Fa-sal 2 huruf j Undang-
undang Nc,mor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, serta Pasial 2 huruf i Peraturan
Daerah Krabupaten Katingan l{omor 8 Tahun 2OlL
tentang Pz,rjak Daerah disebutk,an bahwa Pajak Bumi
dan Bangl-tnan Perdesaan dan Perkotaan merupakam
jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Irlota;

bahwa dl.,alam rangka penlgaturan pelaksanaan
pemunguti;rn Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten
Katingan perlu adanya pengaturan dalam
penyelengUaraannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
d.imaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu
ditetapkan Peraturan Bupati KatjLngan.

Undang-Urrrdang Nomor 12 Tahurn 1985 tentang Pajak
Bumi darr Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia'llahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
diubah der:Lgan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Irldonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lemba:ran Negara Republik
Indonesia l\{omor 3569.

Undang-Ur:rdang Nomor 5 Tahun 2AO2 tentang
Pembentutrian Kabupaten li.atingan, Kabupaten
Seruyan, X.abupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Murung Raya dan K;erbupaten Barito Timur
di Provins;i Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Itrdonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O) ;

c

t.



3. Undang-Urr:rdang Nomor 32 '['ahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Non:Lor L25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Intnonesia Nomor 4437),
sebagaimarna telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 'llahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentriLng Perubahan atas tlndang-Undang Nomor
32 Tahun :.ZAO4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Neg:ara Republik Indonesia
Tahun 20C)5 Nomor 108, TambaLhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 454{l), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8
tentang Pembahan Kedua atas lJndang-Undang Nomor
32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia l{omor a84a);

4. Undang-Undang Nomor 33 'Iahun 2OO4 tentang
Perimbangi;rn Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ( Lembarran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nonror 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta-hun 2OO9 Non:or Ll2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahr.rn 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Irrdonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

7. Undang-Undang Nomor 12 'I'ahun 2OlL .tentang
Pembentukan Peraturan Pe:rundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82',, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia }lomor 523a1 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 313 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah.an Daerah Provinsli dan Pemerintahan
Daerah KzrbupatenlKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia'llahun 2OOT Nomor 8!1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nom,or a737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5[t Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerallr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran l\legara Republik Indonesia Nomor a578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31] Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
Lembaran l\[egara Republik Indor:resia Nomor a7381;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 91. Tahun 2010 tentang
Jenis Pajrak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Paj;:rk (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201t0 Nomor 153);



12. Peraturan Daerah Nomor 3 'Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenanga,n Pemerintah l(abupaten Katingan
(Lembaran Daerah Kabupaten ithtingan Tahun 2OO8

Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OLl tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2008 Tenta.ng Organisasi dan Ta.la Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Katingan(Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2O1lNomor 3);

14. Peraturan l]aerah Nomor 8 Tahurn 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kaburpaten Katingan Tahun
2}ll Nomor 8 );

MEIIIUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI I(ATINGANIIENTAI{G TATA CARA

PERHITUNGIITN DAN PENGEMNEIALIAI{ KELEBIHAN
PEMBAYARA]N PAJAK DAN IME.ALAN BUI{GA PA*'AK
BTIMI DAN B,I\NGUNAN PERDESAI]\N DAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UNilUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintalfran Daerah adalah Penyelenggaraan ufl.rsan
Pemerintallr oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut ersas otonomi.dan tugaLs pembantuan dengan
prinsip ot.onomi seluas-luasnya dengan sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Repr-rblik Indonesia Tahun
1945;

2. Perneinta.h Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah seLragai Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Dewan Perwakilan Ralqyat Dat,:rah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewa:n Perwakilan Rakyat
Daerah KzLbupaten Katingan;

4. Bupati adrilah Bupati Katingan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Katingan;

6. Dinas Perrdapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Ketbupaten Katingan;

7. Pejabat aalalah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang diberi
tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan
Retribusi lDaerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

8. Kecamatan adalah wilayah l<erja Camat sebagzri
Perangkat Daerah Kabupaten;

9. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah sebagai tlnsur
penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;



10.Kepa1a Desa adalah Kepala D'esa dan Aparat Desa
Kabupaten Katingan ;

11.Kas Umurn Daerah adalah tempat menyimpEln Ll€Lng

daerah yaLng d.itentukan oleh Kepala Daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah ;

12.Pajak Daerah, yang selanjutnya. disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daerair yang terhutang oleh
pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasark;ein Undang-Undang, ilengan tidak mendapat
imbalan secara langsung dern digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran
ralryat;

l3.Pajak Bur:ri dan Bangunan adalah pajak atas burrri
dan/atau lbangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang priba,rJi atau Badan kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunern, perhutanan, dan pe'rtambangan;

l4.Bumi adal.ah permukaan bumrl yang meliputi tanah
dan perafran pedalaman serta laut wilayah
kabupaten f kota;

ls.Bangunan adalah konstruksi telr:nik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tarrah dan/atau perairan
pedalaman. danf atau laut;

16.Subjek Par.iak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikernakan Pajak;

17.Ni1ai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP, adra,lah harga rata-rata. yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terja<Ii secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingarn harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti;

l8.Wajib PajeLk adalah orang pribadi atau Badan meliputi
pembayar pajak, pemotong pajal(, dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan l.letentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

l9.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1

(satu) tahun kelender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak salna dengan
tahun kelender;

20.Masa Pajak adalah Jangka waktu 1(satu) bulan
kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan
peraturan Daerah paling lama 3(tiga) bulan kelender,
yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor r:lan melaporkan pajak yang terhutang;

21.Pajak Yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar
pada sualu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun
Pajak, atau dalam Bagian Tahu.n Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj akan
daerah;



22.Surat Penrberitahuan Objek PaLiak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh

waji6 Pajak untuk melaporkan data subjek pqiak dan

oU3lt fa3ak Bumi dan Bangu.na, termas,k untuk

=.Lto, Perdesaan dan Perk.taan sesuai dengan
ketentuan perundang- undan gan perpaj akan daerah ;

23.Surat Premberitahuan Pajah Terhutang, yang

selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang
digunakan. untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumi da-n Bangunan termasuk untuk sektor
Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepader

Wajib Pajak;

24.Surat Kettetapan Pajak Daererh, yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah surat )rang digunakan untuk
menelapkan besarnya jumlah pajak yang telah
ditetapkanL;

25.Surat Ketetapan Pajak Daerah' Kurang Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajatk, jumlah kekurangan
pemUayaian pokok pajak, besarnya sanksi

"d.r,i.ri"trzrtif 
, dan jumlah pajak yang masih harus

dibayar;

26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan., yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,
ad.alah surrat ketetapan pajak yang menentuka:l
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

27.Surat Ket,etapan Pajak Daeralfr Lebih Bayar, yang
selanjutny.a disingkat SKPDLB, r,ldalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayarr'm pajak, karena jum,lah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terhr.rtang atau seharusnya
tidak terul.ang;

28.Surat Kett,:tapan Pajak Daerah l:{ihil, yang selanjutnya
disingkat []KPDN, adatah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sarna besarnya
dengan krr:dit pajak atau pajal< tidak terhutang dan
tidak ada l[.redit pajak;

29.Surat Se:ttoran Pajak Daeralfr, yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetorarr pajak yang telal:r dilakukan dengan
menggunakan formulir atau tel.ah dilakukan dengan
cara lain l<e kas daerah melaluri tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh KePala Daererh;

3O.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga darr/atau denda;

3l.Surat Keputusan Pembetulan ar:lalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan fi.rlis, kesalahan hitung,
danl atatt kekeliruan dalam penerapan ketentuan
yang terterntu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakar'.r daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,

ST<POKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT

Keputusan Pembetulan, atau Sural. Keputusan Keberatan;



32.Surat Keputusan Keberatan ad.alah surat keputusan
atas keberatan terhadap SP'PT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap
pemotonguLn atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh wajib Pajak;

S3.ganding aldalah upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh wilitr pajak atau penan6lgung pajak terhadap
suatu keputusan yang daprat diajukan banding
berdasarkan peraturan pertrndang - undangan
perpaj akall yang berlaku;

34.Putusan l3anding adalah pufirsan badan peradilan
pajak atari banding terhadap l3urat Keberatan yang

diajukan oleh Wajib Pajak;
3s.pemungut.an adalah suatu rangkaian kegiatan mulai

dari rangtrraian penghimpunan data objek dan subjek
pajak, pe:nentuan besarnya pajak yang terhutang
iampai kegiatan penagihan pajr:rh kepada Wqiib Pajak
serta pengawasan PenyetorannYa;

36.Pemeriksa.an adalah ser:angkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan, danl
atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
Lntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi
daerah;

37.Sektor Perdesaan dan Perkotairn adalah objek Pajak
Bumi da.n Bangunan yanlS meliputi kawasan
pertanian,, perllmahan, perkantoran, pertokoan,
industri serta objek khusus perl<otaan;

BAB II
K ELEBIIIAN PEMBAYE,RANPBB-P2

Pasal 2

Kelebihan peLrnbayaran PBB-P2 darrat dikembalikan dalam
hal terdapat :

a. PBB yang; lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Keberatan, Putusan tsanding atau Putusan
Peninjauarr Kembali oleh Mahkarnah Agung;

b. PBB yang, lebih dibayar kart,:na diterbitkan Surzrt
Keputusan Pemberian PenguranS,lan PBB;

c. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan Denda /\dministrasi;

d. PBB yangi, lebih dibayar kari:na diterbitkan Surat
Keputusan Pembetulan PBB;

e. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan Sanl<si Administrasi atau
Surat Peng;.hapusan Sanksi Admirristrasi;

f. PBB yang; lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan Surat Kr:tetapan Pajak PBB;

g. PBB yang; lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan SuratT'agihan Pajak PBB atau
Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB.



(1)

(2)

(1)

{2)

Pasal 3

Keiebihar:L pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2) terjadi apabila :

a. PBB P-12 yang dibayar ternyal-a lebih besar dari yang

seharusinya terutang;
b. Dilakuhan pembayaran PIUB P-2 yang tidak

seharusinya terutang.

Utang pa.iak adalah pajak yanti masih harus dibayar
termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda

atau kenarikan yang tercantum tlalam Surat Ketetapan

Pajak Daerah atau surat st,:jenisnya berdasarkan
ketentuart
perpajaka-n.

peraturan perundang-undangan

Pasa] 4
Atas kele'bihan pembayaran PBB P-2, Wajib Pajak

dapat mengajukan surat permohonan secara tertulis
da-lam Ber.hasa Indonesia yang jelas kepada Bupati
Katingan melalui Kepala DinaLs Pendapatan secara

langsung tmaupun melalui postercatat.
Permohor:ran sebagimana dimreksud pada ayat (1)

harus mernenuhi persyaratan :

a. permotronan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan mencantumkan besarnya
pengerrrbalian yang dimohorr. disertai alasan yang
jelas;

b. permohronan dilamPiri fotokopi Surat
Pemberitahuan Pajak Terhurtang ( SPPI ), Surat
Tagihan Pajak PBB ( STP PBB ),atau SKP PBB,

dan but<ti pembayaran PBB y'ang sah; dan
c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,

dan dalam ha1 dutandatangani oleh bukan Wajib
Pajak beriaku ketentuan sebergai berikut :

1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat
Kuasia Khusus untuk :

a) Wajib Pajak Badan; atanL

b) Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan
pernbayaran PBB menurut wajib pajak lebih
dari Rp.2.000.000.,- ( dr-ra juta rupiah ).

2) Sura,t permohonan harus rlilampiri dengan surat
kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan
keletrihan pembayaran PBI3 menurut Wajib Pajak
paling banyak Rp.2.OOO.OOO,- (dua juta rupiah);

(3) Permohonan pen^gembalian yang tidak memenuhi
persyaratrur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)



{2)

(4)

(1)

(3)

(1)

(21

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.
Berdasarl<an permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak PBB-P2, kepala Dinas Pendapatan

memutuskan untuk dilakukzrn pemeriksaan atau
penelitianL PBB-P2.

Pasal5
Berdasarlcan hasil pemeriksaan atau penelitian
terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada pasal 2 ayat (1) , dalam jangka waktu paling

lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat
permohorran wajib pajak secara. lengkap, Kepala Dinas
atas namrL Bupati menerbitkan :

a. Penghil;ungan Lebih Bayar ( PLB) PBB-P2 , apabila
jumlah PBB P-2 yang dibaytrr ternyata lebih besar

dari ya:rrg seharusnYa terutariLg;

b. SuratP,:rmberitahuan (SPb), :rpabilajumlah PBB P-2

yang cllibayarternyatasamadenganjumlah PBB P-2

yang terutang.
c. SuratK,etetapanPajak Daeratr (SKPD), apabila PBB

P -2 y ar ry dibayarternyatakurrmgdarijumlah PBB P-2

y an.g se harusnyaterutang.
Tanggal iliterimanya surat pernnohonan pengembalian

sebagaim;:rna dimaksud pada a5'at (L) adalah :

a. tanggarLl terima surat permohonan pengembalian,

dalam lral disampaikan secara langsung oleh Wajib
Pajak atau kuasanya kepada petugas Dinas
Pendapr,iatan Daerah yang ditunjuk

b. tanggal tanda terima pengirirnan surat permohonan
pengenibalian, dalam hal disampaikan melalui pos

atau perusahaan jasa dengan bukti pengiriman
surat

Apabila dialam jangka waktu sebagai dimaksud pada

ayat (1) Kepala Dinas Pendetpatan tidak memberi
keputusan, permohonan tersebut dianggap
dikabulkarn dan SKKP PBB diterbitkan paling lama 1

(satu) bula.n setelah jangka wak.tu tersebut berakhir-

Pasal 6
KelebiharL pembayaran pajak yang masih tersisa
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a
dikembaljkan dalam jangka rraktu 1 (satu) bulan
sejak diterbitkannya SKKP PBB P-2 hasil penelitian
atau pemr:riksaan Kepala Dinas.
Pengembalian sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1)

dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan
Banguna:r Perkotaan dan Perllotaan (SPMKP PBB P-

2],.

(3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib

Pajak, SPMKP PBB P-2 dan SKKP PBB P-2 harus



(1)

(2)

disampaitrcan secara langsung oleh petugas yang
ditunjuk r:rtau melalui pos tercatat paling lama 2 (dua)
hari kerjzr sebelum jangka u'aktu 1 {satu) bulan
sebagaimiana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui.

Pasai 7
SPMKP PBB dibebankan prada mata anggaran
pengembzrlian pendapatan prijak tahun anggaran
berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sarna atau
sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
Berdasarlcan SPMKP PBB P-2 s;ebagaimana dimaksud
pada pasal 4, Bendahara Llmum Daerah selaku
Pemegangl Kas Daerah menerbitkan Surat Perintah
Pencairan, Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari
kerjasejak SKKP PBB P-2 dan SPMKP PBB P-2
diterima siecara lengkap dan utuh.

BAB III
PEMBERIAN IMBALA,N BUNGA

Pasal 8

Imbalan lcunga diberikan kepa.da Wqiib Pajak dalam

hai terdapat :

Keterlamhatan penerbitan Surat Keputusan Kelebihan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
dan Perdi,esaan (SKKP PBB P-2 )sesuai ketentuan
berlaku.
Keterlamb,atan penerbitan Surat Perintah Membayar
KelebiharL Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaarr dan Perdesaan (SPIvIKP PBB P-2) sesuai
ketentuan berlaku.
Kelebihan pembayaran PBB-P2 karena pengajuan
keberatar"r atau permohonan banding dikabulkan
sebagian iatau seluruhnya; atau
Kelebihar:L pembayaran sanksi administrasi karena
pengurangan atau penghapusan sebagai akibat
diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan
Banding.

Pasal 9
Imbalan bunga atas keterlaimbatan sebagaimana
dimaksudl dalam pasal 7 hurutf'a, dihitung sebesar 2
% (dua p,::rsen) sebulan dengar:r masa imbalan bunga
dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua
belas) bu[an sejak permohonan diterima sampai
dengan sa,at diterbitkannya SIIKP PBB P-2 , dengan
dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah
kelebihan pembayaran PBB-P2 yang tercantum dalam
SKKP PBI]-P2.

a.

b.

C.

d.

(1)



{2\ Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana

dimaksucl dalam pasal 7 hurul b, dihitung sebesar 2

% (dua p,r:rsen) sebulan dengalr masa imbalan bunga

mulai da:r'i berakhirnya jangka. waktu 1 (satu) bulan
sejak dite:rbitkannya SKKP PEIB P-2 sampai dengan

diterbitka-nnya SPMKP PBI3 P-2, dengan dasar

perhitungi;an imbalan bungernya adalah jumlah

kelebihan pembayaran PBB-P2

Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PBB-P2

sebagaimzrna dimaksud pada parsal 7 huruf c, dihitung
sebesar 2 % ( dua persen) sebulan untuk paling lama
24( dua puluh empat) bulan sejak tanggal
pembayaran yang menyrs|zbkan kelebihan
pembayalan PBB-P2 sampai rlengan diterbitkannya
Keputusan Keberatan atau Put'usan Banding, dengan

dasar perhitungan imbalan br.lnganya adalah jumlah
kelebihan pembayaran PB[]-P2 sebagian atau
seluruhnlra sebagaimana hasil Keputusan Keberatan
atau Putusan Banding.

(4) Imbalan bunga atas kelebiha.n pembayaran sanksi

adminsitrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf d, dihitung sebesar 2 % ( dua persen) sebulan
paling lanea 24 ( dua puluh empat) bulan sejak tanggal
pembayara-n yang menlrs$abkan kelebihan
pembayaran sanksi administrasi sampai dengan

diterbitka.nnya Keputusan Pengurangan atau

PenghapuLsan Sanksi Administrasi, dengan sadar

perhitung;an imbalan bunganya adalah jumlah
kelebihan pembayaran sanksi administrasi
sebagaim;rna hasil Keputusa.n pengurangan atau

Keputusan Penghapuasan Sanhsi Administrasi.
Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan
bulan, da.n kurang dari 1(satu) bulan dihitung l(satu)
bulan perruh.

Pasa-l 1O

Imbalan bunga terlebih da-hulu diperhitungkan
dengan utang pajak lainnya atas nama wajib pajak-

Dalam :hal dapat diberikan imbalan bunga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), ayzrt

(2), ayat (3) , dan ayat (41, Kepala Dinas Pendapatan
menerbitkan Nota Perhitungarr Pemberian Imbalan
Bunga I:'BB-P2, sebagaima-na ditetapkan dalam
Lampiran I Peraturan Bupati irf.

Pasal 1 1

(1) Imbalan lbunga sebagaimana di.:maksud dalam pasal 8
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat t4) diberikan
kepada rrajib pajak dengarr menerbitkan Surat
Keputusarn Pembayaran Imbalam Bunga Pajak Bumi
dan BanLgunan Perkotaan dan Perdesaan (SKPIB

PBB P-2).

(3)

(s)

(1)

(2)



(2) Bentuk SKPIB PBB-P2 sebagairnana dimaksud dalam

ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam

lampiran II Peraturan Bupati i;ni'

(3) SKPIB PBI3-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dibuat dalam rangkap 3(tiga) dengan peruntukan

sebagai berikut :

a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajzrk yang bersangkutan;
b. Lembar ke-2 untuk PPKD

c. Lembar ke-3 untuk Dinras Pendapatan yang

menerb,i:tkan SKPIB'P2 .

Pasal 12

(1) Atas dasar SKPIB PBB P-2 s'r,:bagaimana dimaksud
dalam perLsa-l 10, Kepala DineLs menerbitkan Surat

Perintah lrlembayar Imbalan Bunga Pajak Bumi dan

Bangunarr Perkotaan dan Perders;aan (SPMIB PBB P-2)'

(2) Bentuk SI'}MIB sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1)

adalah se,:bagaimana ditetapkan dalam Lampiran III
Peraturan. BuPati ini.

(3) SPMIB PEIB-P2 sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1)

dibuat datram rangkap 4 (empat) dengan peruntukan

sebagai berikut :

a. Lembar ke-l dan lembar ke-2 untuk PPKD'

b. Lembar ke-3 Wajib Pajak yang bersangkutan.
c. Lembar ke-4 untuk Dinzr.s Pendapatan yang

menerbitkan SPMIB PBB-P2.

Pasal 13

Imbalan bunga dibayarkan dengan cara pemindahbukuan
ke rekening ]ilajib pajak yang bertrak menerima imbalan

Bunga;

Pasal 14

Berdasarkan SPMIB PF.B P-2 sebagaimana dimaksud ayat

(1), BendaheLra Umum Daerah selaku Pemegang Kas

Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) paling; lama 2 (dua) hari kerja sejak SPMIB PBB P-

2 diterima secara lengkap dan ututr.

I

I



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku sejak tanggal 1

Januari 2013.

Lgar setiap orang mengetahui:nya, memerintahkan
pengundanga.n Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tangg;al, Brts{'swftEtu 2OL2

BUFATN: I(ATINGAN,

(l
li,4rn,;r,nrl ;

DTIW!]L RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, $ &o g*",..rtu'' 2012.
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